




Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3.	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4.	 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 





AKUNTANSI UNTUK PERPUSTAKAAN
(ACCOUNTING FOR LIBRARIES)

Penulis	:	Eogenie Lakilaki

ISBN : 978-623-127-441-0

Copyright ©Juli 2025
Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; hlm.: x + 174

Editor		  : Niswatul Azizah
Penyelaras Aksara	 : Dwi Nur Fatimah
Desainer sampul		 : Syafri Imanda
Penata isi		  : Syafri Imanda
	
Cetakan I: Juli 2025

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh 
CV Literasi Nusantara Abadi 
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari 
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 
Telp : +6285887254603, +6285841411519 
Email: penerbitlitnus@gmail.com 
Web: www.penerbitlitnus.co.id 
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian 
atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



v

PRAKATA

Sepanjang masa, syahadat tauhid penulis hanya dipersembah baktikan 
kepada Allah Swt., sedangkan syahadat rasul hanya diperuntukkan 

kepada Nabi Muhammad Al-Mustafa saw. Atas titah-Nya yang agung dan 
sabda rasulnya yang visioner, buku berjudul Akuntansi untuk Perpustakaan 
(Accounting for Libraries) ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih 
juga dipersembahkan kepada kedua orang tuaku, keluarga besar, beserta 
guru dan dosenku.

Berbicara tentang perpustakaan yang sering dianggap sebagai “jantung 
peradaban intelektual”, bukan hanya gudang buku melainkan entitas penting 
yang mengelola pengetahuan, keuangan, aset, dan sumber daya manusia. 
Sayangnya, pengelolaan ini kerap luput dari perhatian akuntansi konven-
sional. Maka, kehadiran buku ini sebagai jembatan epistemologis antara 
disiplin akuntansi dan praktik pengelolaan perpustakaan modern bukan 
hanya sekadar pelengkap literatur.

Dengan menjadikan pendekatan multiparadigma sebagai fondasi 
narasi, buku ini menggali aspek konseptual dan praktis dari akuntansi 
perpustakaan secara kritis dan aplikatif. Mulai dari prinsip-prinsip akun-
tansi dasar hingga tantangan era digital, semuanya disusun agar dapat 
dinikmati oleh beragam kalangan: masyarakat, pustakawan, akademisi, 
mahasiswa, peneliti, hingga pengambil kebijakan. Setiap bab ditulis dengan 
mengedepankan keterpaduan antara teori dan realitas institusional tanpa 
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kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai akuntabilitas publik, efisiensi, 
dan integritas.

Buku ini adalah titipan untuk cita-cita bangsa yang besar, di mana 
setiap angka dan laporan adalah langkah kecil menuju Indonesia yang lebih 
cerdas, lebih adil, dan lebih berdaya. Dalam setiap lembar, terukir harapan 
agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi 
juga tempat menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan inte-
gritas. Semoga karya ini menjadi api yang menyulut semangat kita semua 
untuk mengelola bangsa dengan hati, demi masa depan yang lebih terang 
dan bermartabat bagi tanah air tercinta sebagaimana petikan lagu “tanahku 
tak kulupakan, engkau kubanggakan.”

Lahat, 10 Januari 2025
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BAB I
KONSEP DASAR AKUNTANSI DALAM 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Konsep Akuntansi bagi Entitas Nirlaba dan 
Pemerintah
Dalam dinamika perkembangan dunia ekonomi, akuntansi memegang 
peranan penting sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang 
bertujuan untuk menjaga kelangsungan kegiatan organisasi agar terhindar 
dari kerugian. Akuntansi menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif 
dan relevan yang berguna bagi berbagai pihak berkepentingan dalam proses 
pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut tidak hanya diguna-
kan untuk mengevaluasi keberhasilan operasional perusahaan, tetapi juga 
menjadi dasar dalam merumuskan rencana dan strategi untuk masa yang 
akan datang. Dalam ilmu akuntansi, dikenal dua istilah asing yang sering 
digunakan, yaitu accountancy dan accounting. Meskipun keduanya kerap 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai akuntansi, sebenarnya 
terdapat perbedaan makna dan cakupan di antara keduanya. Pemahaman 
atas perbedaan ini penting untuk memperoleh gambaran yang utuh menge-
nai konsep dasar dan praktik akuntansi (Dewi, 2017).
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Accountancy mencakup keseluruhan teori, metodologi, praktik penca-
tatan, serta evaluasi keuangan dalam berbagai jenis entitas, termasuk orga-
nisasi bisnis, pemerintah, dan institusi non-profit. Sementara itu, acco-
unting berfokus pada aspek teknis seperti pencatatan, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis dan 
bertanggung jawab. Menurut Harahap (dalam Hariyani, 2016) American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mendefinisikan akun-
tansi sebagai suatu seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan 
peringkasan transaksi serta peristiwa-peristiwa lainnya yang umumnya 
bersifat keuangan. Seluruh proses ini dilakukan dalam satuan moneter dan 
mencakup pula interpretasi terhadap hasil yang diperoleh sehingga dapat 
memberikan gambaran yang informatif mengenai kondisi keuangan.

Dalam pandangan American Accounting Association (AAA) yang 
dikutip oleh Soemarso (2009) akuntansi diartikan sebagai suatu proses 
yang melibatkan kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan 
informasi ekonomi. Proses ini bertujuan untuk menyediakan data yang 
relevan dan dapat diandalkan sehingga para pengguna informasi tersebut 
mampu melakukan penilaian secara objektif dan mengambil keputusan 
secara tepat dan terarah.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akun-
tansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga 
sebagai sarana penting dalam penyediaan informasi ekonomi yang akurat 
bagi pihak internal maupun eksternal. Peran ini menjadi sangat signifikan, 
termasuk dalam lingkup organisasi nirlaba dan sektor pemerintahan. Dalam 
konteks entitas nirlaba, akuntansi memiliki karakteristik dan fungsi yang 
berbeda dengan akuntansi pada perusahaan bisnis. Entitas nirlaba tidak 
berorientasi pada pencapaian laba, melainkan pada pemenuhan tujuan 
sosial, kemanusiaan, pendidikan, atau keagamaan. Oleh karena itu, sistem 
akuntansi yang digunakan harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan 
transparansi terhadap penggunaan sumber daya yang tersedia (Prastiwi 
dkk., 2023).

Fokus utama akuntansi pada entitas nirlaba bukanlah pengukuran laba 
dan rugi, melainkan pelaporan atas penggunaan dana untuk mencapai misi 
organisasi secara efektif. Dalam praktiknya, akuntansi di organisasi nirlaba 
berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi keuangan, mengklasifikasikan 
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BAB II
PENDAPATAN DAN BELANJA  

OPERASIONAL PERPUSTAKAAN

Sumber Pendapatan Perpustakaan 
Keberlangsungan layanan perpustakaan sangat bergantung pada keber-
adaan sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Selain dana 
utama dari pemerintah atau institusi induk, perpustakaan juga dapat 
mengembangkan sumber pendapatan lain guna memperkuat operasional, 
meningkatkan koleksi, serta memperluas jangkauan layanannya (Addin 
dkk., 2024).

Siregar dkk. (2021) mengatakan sumber pendapatan perpustakaan 
dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis berikut.
1.	 Hibah

Hibah menjadi salah satu sumber pendapatan eksternal yang penting 
bagi perpustakaan, baik dalam bentuk tunai maupun barang. Hibah 
dapat berasal dari pemerintah, lembaga donor, organisasi nirlaba, 
lembaga internasional, atau sektor swasta melalui program tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR). Umumnya, hibah diberikan untuk 
tujuan tertentu, seperti pengembangan koleksi, pelatihan tenaga 
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perpustakaan, digitalisasi dokumen, pembangunan fasilitas, atau 
penyelenggaraan program literasi. Untuk memperoleh hibah, perpus-
takaan perlu menyusun proposal yang terstruktur, memiliki rencana 
kerja yang jelas, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana.

2.	 Iuran keanggotaan
Pendapatan dari iuran keanggotaan berasal dari kontribusi pengguna 
yang mendaftarkan diri sebagai anggota aktif perpustakaan. Sistem ini 
umum diterapkan pada perpustakaan swasta, komunitas, dan lembaga 
pendidikan yang bersifat semi-mandiri. Besaran iuran biasanya disesu-
aikan dengan kategori pengguna (misalnya pelajar, mahasiswa, umum), 
jenis layanan yang diperoleh, serta jangka waktu keanggotaan. Dana 
yang diperoleh dari iuran digunakan untuk mendukung operasional 
harian, pemeliharaan koleksi, serta pengadaan sarana dan prasarana 
pendukung.

3.	 Pendapatan dari jasa layanan
Selain iuran, perpustakaan juga dapat memperoleh pendapatan dari 
berbagai jasa layanan yang ditawarkan kepada pengguna. Layanan ini 
dapat meliputi beberapa hal berikut.
a.	 Peminjaman koleksi khusus yang memiliki nilai tinggi atau sifat 

langka.
b.	 Layanan fotokopi, pencetakan, dan pemindaian dokumen.
c.	 Bimbingan penelusuran informasi dan referensi ilmiah.
d.	 Pelatihan literasi informasi dan pelatihan teknis.
e.	 Penyewaan ruang pertemuan atau auditorium.
f.	 Akses ke sumber informasi premium atau basis data berbayar.

Pendapatan dari jasa layanan bersifat fleksibel dan bergantung 
pada kebutuhan serta minat pengguna. Semakin beragam dan inova-
tif layanan yang ditawarkan, semakin besar potensi pendapatan yang 
dapat dihasilkan. Namun, perpustakaan tetap harus menjamin bahwa 
layanan dasar tetap dapat diakses secara gratis atau dengan biaya mini-
mal untuk menjamin prinsip inklusivitas.
Dengan memanfaatkan hibah, memberlakukan iuran keanggotaan 

secara proporsional dan mengembangkan jasa layanan yang bernilai 
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BAB III
SIKLUS AKUNTANSI DALAM 

PERPUSTAKAAN

Pengumpulan Bukti Transaksi
Dalam pengelolaan sebuah perpustakaan, pencatatan transaksi keuangan 
memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabi-
litas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Meskipun perpustakaan bukan 
entitas yang berorientasi pada keuntungan, tetapi sebagai unit kerja yang 
menerima dan mengelola dana, baik dari pemerintah, yayasan, atau peng-
guna layanan, perpustakaan tetap harus menerapkan prinsip-prinsip akun-
tansi yang benar dan sistematis (Hariyani, 2016). Transaksi keuangan dalam 
perpustakaan mencakup berbagai kegiatan, seperti penerimaan dana opera-
sional, pembelian buku dan bahan pustaka, pembayaran langganan jurnal 
elektronik, honorarium narasumber kegiatan literasi, hingga pengeluaran 
rutin seperti biaya listrik, ATK, dan perawatan fasilitas. Semua transaksi ini 
perlu dicatat secara tepat waktu dan akurat agar dapat dipertanggungjawab-
kan kepada pihak internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pencatatan 
keuangan yang tertib sangat dibutuhkan guna memastikan bahwa setiap 
aliran dana tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Pencatatan transaksi keuangan di perpustakaan pada umumnya juga 
mengikuti persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = liabilitas + ekuitas. 
Setiap transaksi keuangan yang terjadi juga harus dicatat dengan memper-
hatikan dampaknya terhadap aset, kewajiban, maupun dana yang dimiliki 
perpustakaan. Pencatatan dilakukan secara berpasangan(double-entry), 
artinya setiap transaksi akan memengaruhi setidaknya dua akun dengan 
jumlah yang sama pada sisi debit dan kredit. Misalnya, jika perpustakaan 
membeli koleksi buku senilai Rp5.000.000, maka akun “persediaan buku” 
akan bertambah (didebit) dan akun “kas” berkurang (dikredit) dengan 
jumlah yang sama (Nasihin dkk., 2025).

Untuk memfasilitasi proses pencatatan yang tertib dan berkelanjutan, 
perpustakaan menggunakan kerangka kerja yang dikenal sebagai siklus 
akuntansi (accounting cycle). Siklus ini mencakup tahapan identifikasi trans-
aksi, pencatatan dalam jurnal umum, pemindahan ke buku besar, penyu-
sunan neraca saldo, penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, penutupan 
buku, hingga pelaporan akhir periode. Melalui siklus ini secara disiplin, 
perpustakaan dapat menjaga kelengkapan dan keakuratan catatan keuangan 
secara periodik. Dengan demikian, pencatatan transaksi keuangan di 
perpustakaan tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga bagian 
dari sistem tata kelola yang baik. Transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan dana akan memperkuat kepercayaan publik terhadap perpus-
takaan sebagai lembaga edukatif yang profesional dan bertanggung jawab.

Jurnal Umum 
Jurnal (journal entry) adalah buku catatan harian yang digunakan untuk 
mencatat seluruh transaksi keuangan perpustakaan secara sistematis dan 
kronologis. Setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang 
sah dengan mencantumkan secara jelas akun yang didebit dan akun yang 
dikredit sesuai dengan prinsip pembukuan berpasangan (Sartono, 2018).
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BAB IV
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  

UNTUK PERPUSTAKAAN

Integrasi Sistem Informasi Akuntansi dengan 
Manajemen Koleksi dan Layanan Perpustakaan
Perkembangan teknologi informasi telah menjadi pendorong utama trans-
formasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia akuntansi 
dan bisnis. Di era modern, kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, 
relevan, dan akurat menjadi sangat krusial dalam pengambilan keputusan. 
Teknologi informasi hadir sebagai solusi yang mampu menjawab tantangan 
tersebut melalui perangkat keras seperti komputer dan perangkat komu-
nikasi seperti jaringan telekomunikasi. Kombinasi keduanya membantu 
pengelolaan informasi bisnis secara efisien dan ekonomis (Ramdhani, 2024).

Sistem informasi memberi kontribusi nyata bagi kegiatan perpus-
takaan. Penggunaan teknologi membantu pelaksanaan aktivitas seperti 
pencatatan koleksi, pengelolaan transaksi peminjaman dan pengembalian, 
penyusunan statistik pemanfaatan hingga pencatatan laporan keuangan. 
Keberadaan teknologi juga memberikan kemampuan untuk mengenali 
perubahan kebutuhan pengguna atau kebijakan organisasi secara cepat, 
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menyerupai fungsi radar yang responsif terhadap perubahan lingkungan 
(effective sensing radar).

Pada praktik akuntansi, teknologi informasi mendorong transisi 
dari metode manual menuju sistem berbasis komputer. Pergeseran ini 
mempercepat proses pencatatan, meningkatkan akurasi data keuangan, 
serta memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana perpus-
takaan. Menurut Wilkinson, teknologi informasi berfungsi sebagai penghu-
bung antara berbagai elemen dalam rantai kerja sehingga terbentuk integrasi 
antara aktivitas layanan dan pelaporan keuangan yang saling mendukung 
(Endaryati, 2021).

Teknologi informasi bukan sekadar alat bantu, melainkan fondasi 
strategis yang membentuk sistem kerja lebih efisien, transparan, dan adaptif 
terhadap dinamika kebutuhan serta tantangan zaman. Endaryati (2021) 
mengatakan berikut beberapa manfaat penerapan teknologi informasi 
dalam sistem akuntansi perpustakaan.
1.	 Penyederhanaan proses administratif

Otomatisasi pencatatan transaksi seperti denda keterlambatan, biaya 
sewa ruang, dan layanan pencetakan menjadikan proses administrasi 
lebih efisien dan minim kesalahan.

2.	 Pengolahan data transaksi secara efisien
Setiap transaksi pengguna langsung tercatat dalam sistem dan terhu-
bung ke laporan keuangan, mempercepat proses monitoring dan 
evaluasi.

3.	 Peningkatan produktivitas staf
Staf perpustakaan tidak perlu lagi mencatat manual transaksi harian 
sehingga waktu dapat difokuskan untuk pelayanan dan pengembangan 
program literasi.

4.	 Peningkatan efektivitas manajerial
Data keuangan yang terintegrasi dengan data koleksi dan statistik peng-
gunaan memungkinkan pengelola merumuskan kebijakan berbasis 
data (data-driven decision).
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BAB V
STANDAR AKUNTANSI  

PERPUSTAKAAN DI INDONESIA

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Keuangan 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Pengelolaan keuangan di lingkungan perpustakaan, khususnya perpusta-
kaan milik pemerintah seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 
tidak dapat dilepaskan dari penerapan standar akuntansi yang sah dan 
berlaku secara Nasional. Akuntansi menjadi instrumen penting untuk 
memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
dana publik maupun sumber daya institusi (Windasari, 2024). Perpustakaan 
yang dikelola oleh instansi pemerintahan, seperti Perpustakaan Nasional RI, 
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan 
keuangan negara secara menyeluruh. Sementara itu, perpustakaan yang 
berstatus swasta, milik yayasan, atau entitas nirlaba menggunakan PSAK 
yang disesuaikan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia wajib mematuhi berbagai regulasi hukum yang meng-
atur pengelolaan keuangan negara. Ali dkk. (2023) mengatakan terdapat 
beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum, yaitu sebagai berikut.
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1.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, 
akuntabel, dan efisien.

2.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara yang menetapkan aturan teknis terkait pengelolaan kas, aset, 
dan kewajiban negara.

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mewajibkan semua instansi 
pemerintah menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan 
keuangan.

4.	 Peraturan Menteri Keuangan dan sistem internal, seperti penggunaan 
aplikasi SAKTI dan SIMAK-BMN dalam mencatat aset dan transaksi 
keuangan.

5.	 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional yang menjadi pedoman teknis 
pelaksanaan keuangan dan pelaporan internal, seperti pengadaan 
koleksi, pemeliharaan aset, dan penggunaan dana kegiatan literasi.

Selain itu, Perpusnas RI juga terhubung dengan sistem perencanaan 
dan penganggaran nasional melalui aplikasi KRISNA (kolaborasi perenca-
naan dan informasi kinerja anggaran) yang dikembangkan oleh Bappenas. 
Aplikasi ini digunakan untuk menyusun rencana kerja pemerintah, rencana 
strategis, dan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga (RKA-
KL) termasuk perencanaan program perpustakaan nasional yang bersifat 
lintas sektor. Dengan KRISNA, proses perencanaan dan penganggaran di 
Perpusnas menjadi lebih terintegrasi, terpantau, serta selaras dengan kebi-
jakan pembangunan nasional (Manshur, 2021).

Seluruh regulasi dan sistem aplikasi tersebut memastikan bahwa 
pengelolaan keuangan di Perpustakaan Nasional berjalan sesuai prinsip 
good governance, mulai dari tahap perencanaan strategis hingga pelaporan 
kinerja. Dokumen penting seperti rencana strategis (Renstra), rencana kerja 
dan anggaran (RKA), serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerin-
tah (LAKIP) disusun secara sistematis dan berbasis data. Proses ini tidak 
hanya mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan transparansi, tetapi 
juga menjadi landasan bagi penguatan peran perpustakaan sebagai lembaga 
pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
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BAB VI
LAPORAN KEUANGAN PERPUSTAKAAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan komponen penting dalam 
sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan ring-
kasan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan dana publik 
selama satu periode anggaran. Laporan ini menyajikan perbandingan antara 
anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan realisasi pelaksanaannya 
sehingga menggambarkan kinerja aktual pemerintah dalam pengelolaan 
keuangan daerah (Aulia dkk., 2023).

LRA bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai 
sejauh mana target pendapatan telah tercapai, bagaimana belanja daerah 
dilaksanakan, serta bagaimana transfer dan pembiayaan dikelola. Informasi 
ini diperlukan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan anggaran serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan 
kebijakan keuangan berikutnya.

Selain sebagai alat evaluasi internal, LRA juga berperan memperkuat 
akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Laporan 
ini memberikan akses informasi kepada berbagai pemangku kepentingan, 
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seperti pemerintah pusat, DPRD, auditor, dan masyarakat, untuk menilai 
kinerja fiskal pemerintah daerah secara objektif (Arianto dan Agus, 2024).

Dalam praktiknya, LRA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen admi-
nistratif, tetapi juga sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan 
fiskal dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan LRA harus 
dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan yang berlaku agar dapat mencerminkan kondisi keuangan 
daerah secara objektif dan menyeluruh. Alamri (2022) menjelaskan secara 
garis besar LRA mencakup empat unsur berikut.
1.	 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA mencakup semua penerimaan kas yang diterima oleh 
pemerintah daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada periode 
anggaran berjalan. Pendapatan ini diakui dan dicatat berdasarkan basis 
kas, yaitu pada saat dana benar-benar diterima oleh kas daerah. Sumber 
pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan 
transfer dari pemerintah pusat atau provinsi, serta penerimaan lain 
yang sah.

2.	 Belanja
Belanja mencerminkan pengeluaran kas pemerintah daerah yang 
mengurangi ekuitas dana lancar dan digunakan untuk membiayai 
operasional pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan. 
Pengakuan belanja dilakukan saat kas dikeluarkan dari kas daerah. 
Komponen belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 
subsidi, hibah, bantuan sosial, serta belanja modal untuk aset dan 
infrastruktur.

3.	 Transfer
Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran antar-entitas peme-
rintahan, baik dari pemerintah pusat ke daerah, antarpemerintah 
daerah, maupun dari daerah ke desa. Transaksi ini tidak memengaruhi 
kekayaan bersih karena bersifat internal antar entitas publik. Transfer 
berfungsi untuk menunjang keadilan fiskal dan mendistribusikan 
sumber daya ke wilayah yang membutuhkan.

4.	 Pembiayaan
Pembiayaan mencakup transaksi yang tidak masuk dalam kategori 
pendapatan atau belanja, tetapi berpengaruh terhadap saldo anggaran 
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BAB VII
AKUNTABILITAS DAN AUDIT  

KEUANGAN PERPUSTAKAAN

Prinsip Good Governance dalam Perpustakaan
Secara umum, good governance dapat dipahami sebagai praktik penyeleng-
garaan pemerintahan yang dijalankan secara baik dan benar. Makna “baik” 
dalam konteks ini merujuk pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar 
tata kelola pemerintahan yang ideal, seperti transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, supremasi hukum, dan efisiensi. Beberapa kalangan bahkan 
menafsirkan good governance sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan 
sistem demokrasi yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan budaya sipil 
(civic culture) sebagai pilar utama untuk menjamin keberlanjutan demokrasi 
itu sendiri (Lestari dan Santoso, 2022). 

Istilah good governance kerap dimaknai sebagai tata kelola pemerin-
tahan yang berjalan secara efektif, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, 
lebih dari sekadar mekanisme administratif, istilah ini sebenarnya meru-
juk pada perilaku dan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur 
dalam kehidupan bernegara. Good governance berfungsi sebagai kerangka 
kerja untuk mengarahkan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan serta 
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tindakan publik demi mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam praktik kese-
harian masyarakat dan institusi pemerintahan (Hamidah dkk., 2024).

Penerapan prinsip good governance dalam lembaga perpustakaan 
menjadi sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perpustakaan yang 
transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada layanan publik. 
Sebagai institusi nonprofit yang memiliki peran strategis dalam mendukung 
literasi, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, perpustakaan 
perlu dikelola berdasarkan nilai-nilai tata kelola yang baik guna memas-
tikan akses informasi yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan 
masyarakat.

Oleh karena itu, Nurhidayat (2023) menjelaskan berikut prinsip-prin-
sip good governance yang relevan untuk diterapkan dalam manajemen 
perpustakaan.
1.	 Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut agar setiap tindakan 
dan keputusan yang diambil oleh pengelola perpustakaan dapat diper-
tanggungjawabkan, baik secara administratif, keuangan, maupun 
moral. Dalam konteks perpustakaan, akuntabilitas mencakup pela-
poran penggunaan anggaran, pengelolaan koleksi, pelaksanaan 
program literasi, dan pencapaian target layanan. Dengan penerapan 
prinsip ini, perpustakaan mampu menunjukkan bahwa setiap sumber 
daya digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan.

2.	 Transparansi 
Prinsip transparansi mengharuskan perpustakaan untuk bersikap 
terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini 
mencakup penyediaan informasi terkait prosedur layanan, keterse-
diaan koleksi, kebijakan peminjaman, penggunaan dana, serta hasil 
evaluasi program. Transparansi mendorong kepercayaan masyarakat 
terhadap pengelola perpustakaan dan menciptakan iklim pengawasan 
yang sehat.

3.	 Penegakan hukum 
Dalam menjalankan fungsi dan layanannya, perpustakaan harus 
tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 
seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 
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BAB VIII
STUDI KASUS PENERAPAN  

AKUNTANSI PERPUSTAKAAN

Studi Kasus Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan 
Perguruan Tinggi
Perpustakaan di lingkungan satuan pendidikan memiliki fungsi strate-
gis sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan literasi akademik. 
Pengelolaan keuangan perpustakaan di sekolah, madrasah, dan perguruan 
tinggi dilakukan mengikuti sistem keuangan yang berlaku di institusi 
induknya. Meskipun ruang lingkup dan kompleksitas pengelolaan berbeda-
beda, penerapan akuntansi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga 
transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan.

Pada tingkat sekolah dan madrasah, sistem pencatatan keuangan 
perpustakaan umumnya masih sederhana dan belum sepenuhnya berba-
sis sistem akuntansi yang baku. Dana yang dikelola biasanya berasal dari 
bantuan operasional sekolah (BOS) atau alokasi dari dana madrasah. 
Akuntansi perpustakaan berfokus pada pencatatan pengeluaran untuk 
pengadaan buku, langganan majalah atau koran, serta pemeliharaan sarana. 
Pencatatan dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi spreadsheet 
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sederhana. Meskipun demikian, dalam pelaporan BOS, sekolah diwajibkan 
melampirkan bukti pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban yang 
mencakup kegiatan perpustakaan sebagai bagian dari komponen penggu-
naan dana (Munir dan Fanan, 2020).

Sebaliknya, perpustakaan di perguruan tinggi, terutama di perguruan 
tinggi negeri (PTN) yang menerapkan sistem akuntansi yang lebih siste-
matis dan kompleks. Karena PTN berada dalam struktur organisasi negara, 
laporan keuangannya mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) 
berbasis akrual. Perpustakaan sebagai unit kerja kampus harus menyusun 
laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan 
operasional terutama jika pengelolaan keuangannya terpisah secara otonom. 

Koleksi buku yang dibeli melalui anggaran negara dicatat sebagai aset 
tetap nonkomersial dan mengalami penyusutan sesuai umur manfaatnya. 
Contohnya dapat dilihat di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada yang 
mengelola ribuan judul buku dan jurnal ilmiah dengan sistem akuntansi 
berbasis aplikasi manajemen aset (Nurochman, 2016). Sementara itu, 
perguruan tinggi swasta (PTS) menggunakan pernyataan standar akuntansi 
keuangan (PSAK) dalam pelaporan keuangannya, termasuk pencatatan aset 
perpustakaan dan beban operasional. Pengadaan koleksi biasanya berasal 
dari dana yayasan, hibah, atau kerja sama institusional. Dalam konteks ini, 
pencatatan akuntansi diarahkan pada pemisahan antara dana operasional 
rutin dan investasi koleksi agar memudahkan pelaporan kepada pihak 
eksternal, seperti auditor independen atau donatur (Suwardi, 2021).

Tantangan umum yang dihadapi oleh perpustakaan sekolah dan 
madrasah adalah kurangnya tenaga administrasi yang memiliki pengeta-
huan akuntansi serta keterbatasan sistem pencatatan yang belum digital. 
Akibatnya, pelaporan keuangan sering kali tidak detail dan sulit diverifikasi. 
Di sisi lain, tantangan di perguruan tinggi adalah cara mengintegrasikan 
sistem informasi perpustakaan dengan sistem keuangan kampus agar data 
aset, pengeluaran, dan kegiatan dapat terhubung secara efisien dalam satu 
platform.

Dalam beberapa tahun terakhir, dorongan digitalisasi semakin kuat. 
Beberapa sekolah dan kampus telah mengembangkan sistem manaje-
men perpustakaan berbasis web yang juga dilengkapi modul pencatatan 
keuangan. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah penyusunan 
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BAB IX
AKUNTANSI MULTIPARADIGMA  

TERHADAP AKUNTANSI PERPUSTAKAAN

Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan  
Keuangan Publik
Akuntansi syariah merupakan sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan 
yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini tidak hanya 
menekankan aspek teknis pencatatan transaksi, tetapi juga mengedepan-
kan nilai-nilai etis dan spiritual dalam setiap proses keuangan. Dalam 
konteks keuangan publik, akuntansi syariah memegang peran penting 
dalam memastikan bahwa pengelolaan dana negara dilakukan secara adil, 
transparan, dan bertanggung jawab sesuai syariat (Firdaus dan Rayyan, 
2024).

Prinsip keadilan menjadi pilar utama dalam akuntansi syariah. 
Keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan dalam alokasi anggaran, 
tetapi juga mencakup keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang 
membutuhkan. Pemerintah atau lembaga pengelola dana publik dituntut 
untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan untuk kemas-
lahatan bersama dengan memperhatikan distribusi yang merata dan tidak 
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diskriminatif. Transparansi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan 
pengelolaan keuangan yang bersih dan terpercaya. Akuntansi syariah 
mendorong keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan publik 
sehingga masyarakat dapat mengakses dan memahami cara penggunaan 
dana. Transparansi ini menciptakan ruang partisipasi dan pengawasan 
publik yang menjadi fondasi bagi akuntabilitas lembaga negara maupun 
lembaga keuangan Islam.

Larangan terhadap praktik riba, garar, dan maysir menjadi batasan 
tegas dalam penggunaan dana publik. Akuntansi syariah mengarahkan 
pengelolaan keuangan kepada sektor-sektor yang halal, produktif, dan 
memberi manfaat luas bagi masyarakat. Dana publik seharusnya diinves-
tasikan dalam kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, 
peningkatan kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang adil. 
Selain itu, tanggung jawab sosial dalam akuntansi syariah tercermin dalam 
penyusunan laporan yang tidak hanya menampilkan data finansial, tetapi 
juga menunjukkan dampak sosial dari kebijakan dan program yang dija-
lankan. Laporan tersebut menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana 
keuangan publik digunakan secara amanah dan berkontribusi pada pening-
katan kualitas hidup masyarakat.

Beberapa implementasi nyata akuntansi syariah dalam pengelolaan 
perpustakaan publik adalah sebagai berikut.
1.	 Penyediaan buku bacaan agama dan literatur islami

Prinsip kehalalan dan kebermanfaatan dalam akuntansi syariah 
mendorong perpustakaan untuk mengalokasikan anggaran ke arah 
pengadaan koleksi buku yang mendidik, bermoral, dan mencerdaskan 
umat. Buku tafsir Al-Qur’an, hadis, sirah nabawiah, fikih, dan karya 
ilmiah keislaman menjadi prioritas dalam pengembangan koleksi 
literatur perpustakaan yang berorientasi pada nilai syariah.

2.	 Penyediaan ruang ibadah di perpustakaan
Sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan spiritual, perpus-
takaan publik berbasis syariah dapat mengalokasikan sebagian dana 
untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas ibadah, seperti musala, 
tempat wudu, atau ruang khusus salat. Fasilitas ini memungkinkan 
pengguna perpustakaan untuk tetap menjalankan kewajiban agama 
tanpa mengganggu kegiatan belajar dan membaca.
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BAB X
REKOMENDASI PENGEMBANGAN 

KEBIJAKAN DAN KAPASITAS KEUANGAN 
PERPUSTAKAAN

Reimagining Library Finance
Perpustakaan saat ini perlu direposisi sebagai bagian dari infrastruktur 
sosial cerdas, bukan sekadar institusi penyedia buku atau tempat belajar. 
Dalam konteks pembangunan berbasis pengetahuan, perpustakaan memi-
liki peran strategis sebagai simpul literasi, ruang inklusi sosial, serta pusat 
informasi masyarakat. 

Kebijakan fiskal untuk perpustakaan selama ini masih bersifat sektoral, 
terbatas pada anggaran rutin dari dinas pendidikan atau dinas perpustakaan 
daerah. Alokasi dana sering hanya mencukupi untuk kebutuhan dasar, 
seperti operasional pegawai, perawatan fasilitas, dan pengadaan koleksi 
terbatas. Padahal, transformasi peran perpustakaan di era digital menuntut 
adanya pembiayaan strategis yang lebih fleksibel dan inovatif, termasuk 
pengembangan layanan digital, pembangunan pusat literasi komunitas, 
dan peningkatan kapasitas SDM pustakawan.
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Untuk mengubah paradigma tersebut, perpustakaan harus dimasukkan 
secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti 
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), RPJMD 
provinsi atau kabupaten, hingga rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). 
Integrasi ini akan memberikan dasar hukum dan kebijakan bagi penguatan 
fiskal perpustakaan serta membuka peluang untuk pengalokasian anggaran 
berbasis kinerja dan dampak sosial.

Rekomendasi kebijakan juga mencakup pengembangan skema insen-
tif fiskal afirmatif bagi perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan 
layanan pustaka keliling di wilayah tertinggal. Pemerintah dapat menya-
lurkan dana alokasi khusus (DAK) tematik literasi, dana desa, hingga 
program-program afirmatif lainnya untuk mendukung pengembangan 
perpustakaan berbasis komunitas. Selain itu, perpustakaan perlu didorong 
untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan non-APBN/APBD, 
seperti hibah, CSR, dan filantropi literasi melalui platform digital.

Penting pula untuk membangun kerangka regulasi yang memberi 
ruang bagi perpustakaan untuk berinovasi dalam pengelolaan keuangan. 
Ini mencakup fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, pelaporan berba-
sis output dan dampak, serta sistem audit yang tidak hanya administratif 
tetapi juga substantif. Laporan keuangan perpustakaan sebaiknya mampu 
menunjukkan nilai sosial yang dihasilkan, seperti peningkatan minat baca, 
akses literasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukatif.

Selain reformasi kebijakan dan sistem, reimagining finance juga menun-
tut penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan dalam bidang peren-
canaan dan pengelolaan anggaran. Pustakawan dan manajer perpustakaan 
perlu dibekali pelatihan tentang manajemen keuangan publik, penyusunan 
proposal pendanaan, dan evaluasi program berbasis data. Transformasi ini 
akan menjadikan perpustakaan tidak hanya sebagai pengguna anggaran, 
tetapi juga sebagai pengelola sumber daya yang strategis dan adaptif.

Literasi Finansial untuk Literasi Sosial
Transformasi perpustakaan di era digital menuntut perubahan mendasar 
dalam peran pustakawan. Fungsi tradisional sebagai pengelola koleksi 
dan layanan informasi kini berkembang menjadi tanggung jawab strategis 
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